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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual 

termasuk perdagangan barang-barang palsu (Agreement on Trade Related Aspects of 

Inlellectual Property Rights Jncluding Trade iri Counterfeit Goods/TRIPs) merupakan 

standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI).1 Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing 

The Worlds Trade Organization) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan 

Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia.2

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana yang tercantum di 

dalam persetujuan TRIPs terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait (Copy 

Rights and Relaled Rights), Merek Dagang (Trademarks), Indikasi Geografis 

(Geographical Indications), Desain Industri (Industrial Designs), Paten (Patents), 

Desain Layout (Topographies), Perlindungan Varietas Baru Tanaman, Rangkaian 

Elektronik Sirkuit Terpadu (Layout Design/Topographies of Intergrated Circuit),

Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi 
Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, cet. 1, Chandra Pratama. Jakarta. 1999., hal.2.

2 Indonesia, Undang-undang tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia, UU No. 7, LN No. 57 tahun 1994, TLN No. 3 564.
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Perlindungan terhadap Informasi yang Dirahasiakan (Protection oj Undisclosed 

Information) dan Pengawasan terhadap Praktek-praktek Anti Persaingan Sehat dalam 

hal yang berkaitan dengan Lisensi (Control of Anti Competitive Practices in 

Contractual Licenses). Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu lebih 

lanjut dapat kita kategorikan ke dalam kelompok Hak Cipta (Copy Rights), dan Hak 

Milik Perindustrian (Industrial Property Rights). Terhadap negara-negara yang 

menganut sistem hukum Anglo Saxon, hak atas kekayaan perindustrian dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:3

1. Patent

2. Utility Models

3. Industrial Designs

4. Trade Secrets

5. Trade Marks

6. Service Marks

7. Trade Names or Commercial Names

8. Appelations of Origin

9. Indications of Origin

10. Unfair Competition Protection.

? H. OK Sidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),cet. 3, 
2003, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15.
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Dengan diratifikasinya Undang-undang No. 7 tahun 1994 tersebut, Indonesia 

berkewajiban untuk melaksanakan norma-norma di bidang H AKI yang terkandung di 

dalam Undang-undang tersebut, diantaranya dengan menyiapkan dan menyelesaikan 

penyusunan perangkat hukum di bidang HAKI sesuai dengan TRIPs, baik 

penyempurnaan Undang-undang yang telah ada, maupun dengan pembentukkan 

Undang-undang yang baru berikut dengan Peraturan Pelaksanaannya, 

menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HAKI dalam segala 

aspeknya, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana, prasarana dan kelembagaan, 

serta meningkatkan penegakkan hukum (la w enforcernent) terhadap pembajakan 

HAKI.4

Salah satu perangkat hukum baru di bidang HAKI adalah Undang-undang No.

30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara No. 242, Tambahan 

Lembaran Negara No. 4045, yang telah diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 

(untuk selanjutnya disebut dengan “Undang-undang Rahasia Dagang”). Sebagaimana 

yang tercantum dalam Pasal 39 Persetujuan TRIPs, Undang-undang ini dibentuk 

untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap persaingan yang tidak 

jujur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris tahun 1967.

Lihat Zen Umar Purba, “Sambutan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual 
Departemen Kehakiman RI,” (Makalah disampaikan pada seminar Kesiapan Indonesia Memasuki Era 
Perdagangan Bebas : Menyongsong Lahirnya Undang-undang Desain Industri, Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Bandung, 11 September 1999),hal.2.

i
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Istilah Rahasia Dagang dalam terminologi asing sering disebut dengan 

berbagai istilah, diantaranya yaitu trade secret, undisclosed Information, know how, 

confidential Information ataupun proprietary Information * Untuk memudahkan 

pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah Rahasia Dagang. Minnesota yang 

merupakan negara bagian dari Amerika Serikat, mengatur bahwa suatu informasi 

akan dilindungi sebagai rahasia dagang apabila meliputi bentuk-bentuk sebagai 

berikut :6

1. Formula (untuk industri kimia dan bahan makanan)

2. Metode pengolahan bahan kimia atau makanan

3. Metode dalam menjalankan usaha

4. Daftar konsumen

5. informasi tentang keinginan konsumen

6. Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit (credit rating)

7. Perencanaan/blueprint

8. Rencana Arsitektur

9. Tabulasi data (seperti penetapan harga khusus atau data pengeluaran)

10. Informasi tehnik manufaktur

11. Perumusan/perancangan

12. Analisa dan rencana pemasaran

5 Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Heijandono, Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang 
(Trade Secrets) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktik (Jakarta : Harvarindo, 2000), hal. 1.

6 Ahmad M. Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 Dan 
Perbandingannya Dengan Beberapa Negara. Mandar Maju. Bandung., 2001., hal.49
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13. Perangkat lunak komputer

14. Pemasaran produk mesin-mesin, atau pengolahan dan

15. Rencana usaha

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang NO. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia 

Dagang, yang dimaksud dengan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak 

diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai 

ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh 

pemilik/pemegang Rahasia Dagang tersebut.

Ketentuan mengenai perlindungan Rahasia Dagang diperlukan untuk 

menjamin pihak yang telah menginvestasikan sumber daya didalam pembentukan

konsep-konsep, ide dan informasi yang memiliki nilai komersial dapat memperoleh

manfaat dari investasinya tersebut berupa hak khusus untuk menggunakan konsep,

ide dan informasi itu, serta mencegah pihak lain untuk mengunakan atau

mengungkapkannya tanpa persetujuan dari pemilik Rahasia Dagang tersebut.

Ketika kita berbicara mengenai Rahasia Dagang, dimana syarat mutlaknya 

terletak pada nilai komersial informasi itu sendiri, maka selain di satu sisi kita

berbicara mengenai persaingan antara pelaku usaha, di sisi lain kita juga berbicara 

mengenai hubungan / kaitan antara Rahasia Dagang dengan Perlindungan Konsumen, 

yaitu mengenai hak konsumen atas informasi.
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Pada tanggal 20 April 2000, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen7 (untuk selanjutnya disebut dengan “Undang-undang 

Perlindungan Konsumen”) efektif berlaku. Dalam Bab 111 Bagian Pertama pasal 4 

butir c Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai hak 

konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. Hal ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal 7 butir b 

Undang-undang tersebut yang menyatakan adanya kewajiban pelaku usaha untuk 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan atas barang atau jasa tersebut.

Informasi barang dan/atau jasa sangatlah penting bagi konsumen untuk 

menentukan pilihannya atas sesuatu barang dan/atau jasa kebutuhannya. Informasi 

yang enar, jelas, jujur dan bertanggung jawab merupakan kebutuhan pokok konsumen 

sebelum ia dapat mengambil suatu keputusan untuk mengadakan, menunda atau tidak 

mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya. Informasi yang setengah benar, 

menyesatkan, apalagi informasi yang menipu dengan sendirinya menghasilkan 

keputusan yang dapat menimbulkan kerugian materiil atau bahkan mungkin 

membahayakan kesehatan tubuh atau jiwa dari konsumen tersebut, karena keliru, 

salah atau disesatkan dalam mempertimbangkannya8

7 Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 8 tahun 1999, LN No. 
42 tahun 1999, TLN No. 3821, Bab XV pasal 65.

8 Az Nasution, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada 
Perlindungan Konsumen Indonesia, cet.l. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal .39.
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Akan tetapi, sejauh ini Undang-undang Perlindungan Konsumen belum 

memberikan batasan atau pengertian yang baku mengenai informasi yang benar itu 

sendiri. Sehingga, apabila hak konsumen tersebut kita kaitkan dengan ketentuan 

mengenai Rahasia Dagang, maka akan timbul suatu pertanyaan, yaitu sejauh 

manakah Rahasia Dagang dapat diterapkan tanpa mengurangi hak konsumen atas 

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa. Sebaliknya, sejauh manakah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan 

jujur mengenai barang dan/atau jasa dapat diterapkan tanpa mengurangi atau

melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Rahasia Dagang.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan

adalah sebagai berikut:

1. Informasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang?

2. Bagaimana hubungan antara Perlindungan Rahasia Dagang dengan Hak 

Konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang serta 

informasi apa saja yang dapat diketegorikan sebagai Rahasia Dagang;
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2. Untuk mengetahui hubungan antara Perlindungan Rahasia Dagang dengan 

Hak Konsumen Atas Informasi yang benar, jelas dan jujur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi in adalah :

1. Secara praktis, hasil dari penelitian in diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan dalam bidang 

Rahasia Dagang, khususnya mengenai pengungkapan Rahasia Dagang apabila

dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen.

2. Secara teoritis, hasil dari penelitian in diharapkan dapat memberikan manfaat

dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap kajian Studi Hukum

dan Bisnis khususnya dalam bidang HAKI dan Perlindungan Konsumen.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan skripsi in tidak menyimpang dari permasalahan yang ada 

dan menjadi lebih terarah, maka penulis akan membatasi pembahasan dalam skripsi 

in hanya dari aspek hukum perdata, mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual serta 

Perlindungan Konsumen dalam hal Rahasia Dagang dan Hak Konsumen Atas 

Informasi.
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F. Metode Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data-data untuk penulisan skripsi ini, penulis 

mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), yaitu menganalisis 

dan menelaah berbagai peraturan dan pendapat para ahli yang berhubungan 

dengan permasalahan Rahasia Dagang dan Hak Konsumen Atas Informasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah Bahan Hukum Primer,

Sekunder dan Bahan Hukum Tertier, yang antara lain dapat berupa :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.7 

Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan 

diperoleh dari hasil-hasil perielitian, makalah seminar, majalah, koran, buku- 

buku, dan sumber-sumber data lainnya yang berkaitan.
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c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan , 

yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber bahan hukum yang

berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses dan dianalisa

kualitatif melalui tahap-tahap, yaitu identifikasi, klarifikasi dansecara

interprestasi sehingga hasilnya dapat menjawab permasalahan.
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